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PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap permasalahan yang ada, dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut :

1.1. Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling sebagaimana diatur dengan Surat
Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/Pj.51/1998, Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/1999 dan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-23/ Pj.51/2000 tgl. 14 Agustus 2000
tanggal 14 Agustus 2000 hingga saat ini belum dapat dilaksanakan
pemungutannya di PT.Perkebunan Nusantara XI (Persero).

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling dengan penerbitan
surat paksa mendorong timbulnya sengketa pajak yang akhirnya sampai
diputuskan oleh pengadilan pajak dengan memenangkan para pemohon
yaitu para wajib pajak, dalam hal ini Pabrik Gula Madubaru dan Pabrik
Gula Prajekan PT.Perkebunan Nusantara X1 (Persero).

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tersebut diatas tidak dapat
digunakan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling
terhadap pengolahan tebu rakyat pola kemitraan karena sifat,
karakteristik dan kondisinya berbeda, sehingga tidak dapat dikatakan

adanya penyerahan jasa giling.
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1.2
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Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/Pj.51/1998, Surat
Edaran Dircktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/1999 dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-23/ Pj.51/2000 tanggal 14
Agustus 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling temyata
belum dirumuskan secara baik sehingga Pajak Pertambahan Nilai Jasa
Giling belum dapat dituangkan dalam Keputusan Menter1 Keuangan
(KMK). Terbukti bahwa Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Tentang
Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling yang rencana semula akan
diterbitkan pada tahun 2004 ternyata sampai tahun 2008 ini belum juga
dapat diterbitkan. Hal ini menunjukkan bahwa Perumusan Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pajak tersebut diatas belum dapat mendukung
ditegakkannya Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2000 tentang
Pajak Pertambahan Nilai yang dimaksudkan sebagai produk reformasi

perpajakan di Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan evaluasi dari permasalahan yang terjadi, disarankan hal-hal

sebagai berikut:

2.1

Skripsi

Pajak Pertambahan Nilat jasa giling scbagaimana diatur dengan Surat
Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/Pj.51/1998, Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.51/1999 dan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-23/ Pj.51/2000 tanggal 14 Agustus
2000 agar direvisi sehingga Pajak Pertambahan Nilai Jasa Giling dapat

dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Tentang Pajak
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